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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumenter dengan judul “Analisis
Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan
Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”. Dalam
perkara tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan nikah sirri di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang
No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian mereka mengajukan
permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan yang kemudian
dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk
menjawab permasalahan tentang; 1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim
Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bk1?; 2.
Bagaimana analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No.
91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?; 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap
penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?

Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini
dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini
menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan itsbat nikah terhadap nikah sirri di
bawah umur di Pengadilam Agama Bangkalan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl
sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk
melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali
nikah; d. Dua orang saksi dan; ¢. [jab dan kabul, dan alasan alasan permohonan
itsbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf
(e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.l Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Begitu juga dari sudut hukum Islam, penetapan ini sudah
memenuhi unsur maqasid syarTyah, yakni hifdu al-nasal (menjaga keturunan)
yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan
kehidupan masyarakat
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tkatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pcmbe.ntukan keluarga
yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan pernikahan
tersebul, diperiukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum
dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak,
kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna
membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan
kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat
dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan
yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirmya dapat
menuju keretakan keluarga yang berakibat lebin jauh sampai kepada perceraian.

Tujuan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
(ujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.



Tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1)
Melaksanakan libido seksualitas; (2) Memperoleh keturunan;(3) Memperoleh
keturunan yang saleh; (4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (5)
Mengikuti sunnah Nabi; (6) Menijalankan perintah Allah:; dan (7) Untuk
berdakwah. '

Pernikahan sangat penting untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan
manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah.
Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan
kedudukan manusia sebagai mahluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran)
dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah iangga dibina dalam suasana
damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan
dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus
merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila
dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. ? Ketentuan
hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh
hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
PP No. 9 Tahun 1975, sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum

yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan

! Qlamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-18
Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, (Y ogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1996), 1
3 Nasruddin Salim, Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan
Sosiologis), (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004), 67



hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa
suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah menurut
hukum apabila pernikahan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan
kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

Untuk merealisir tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan ketentuan
batas umur untuk melangsungkan pernikahan, yaitu 16 tahun bagi perempuan
dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut
dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh
dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam
pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami
sekurang-kurangnya umur 19 tahun. Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal
8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan
Nikah, menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun
dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting
sebab pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus

dilakukan bagi yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari

4 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI,
1999), 96



segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu
sendiri.

Dengan keadaan demikian, pemerintah membuat peraturan mengenai
pemnikahan di bawah umur (dispensasi nikah). Ketentuan tersebut terdapat dalam
pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

kedua orag tua pihak laki-laki dan wanita”

Dispensasi nikah, yaitu suatu persyaratan tentang seseorang yang belum
mencapal usia dewasa sepenuhnya dipersamakan dengan orang yang sudah
dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa (belum mencapai batas umur minimal
nikah) bisa disamakan dengan orang dewasa, yaitu bisa melakukan pernikahan
seperti yang dilakukan orang dewasa. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka
yang belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu
19 dan 16 tahun bagi calon suami isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua
pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus melalui
prosedur, yaitu :

1. Calon mempelai mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sctempat

dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi



dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan
pernikahan, maka KUA menolaknya.

2. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
maka bagi orang tna atan wali calon mempelai yang masih di bawah umur
berhak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempal

4. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan
sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.

5. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil
para pihak yang berperkara

6. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak
yamg bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai
perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai

7. Setelah menyidangkan perkara, majelis hakim menetapkan keputusan dengan
suatu penetapan, berupa menolak, atau mengabuikan.

Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut,
maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat, kemudian
dapat dilangsungkan suatu pernikahan. Bila Majelis hakim menolak, maka harus
menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan. Selain
ketentuan batasan umur, ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara
pernikahan yang dibenarkan oleh hukum pernikahan di Indonesia adalah seperti
yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang



mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu pernikahan baru
dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum apabila pernikahan
itu dilakukan menumt masing-masing agama dan kepercayaannva dan ayat (2)
menentukan liap-liap pernikahan dicalal menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.’

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan
dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami
isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara
mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat
melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-
masing.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu pernikahan
seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan
anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya
pengingkaran atas pernikahannya dan akibat hukum dari pernikahan itu (harta
bersama dalam pernikahan dan hak-hak pernikahan) dan juga untuk melindungi
dari fitnah. Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta

Nikah tersebut adalah sangat penting.

5 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 96.



Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan pernikahan oleh
sebagian masyarakat musiim yang lebih menekankan perspekiif figh sentris.®
Menurut pemahaman versi ini, pernikahan telah cukup apabila syarat dan
rukunnya menumt ketenthan figh terpennhi  tanpa diilkuti dengan pencatatan
pernikahan. Kondisi semacam ini diprakickkan sebagian masyarakat dengan
melakukan praktek nikah di bawah tangan.

Pada awalnya pernikahan di bawah tangan yang dilakukan didasarkan pada
suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak
mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya ke KUA, mereka merasa cukup
sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi
ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi nikah
di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Oleh karena itu banyak pasangan yang mengajukan permohonan
itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk kepentingan akte kelahiran anak dan
lainnya.

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya
pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah
{penctapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dslam
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila

berkenasn dengan: a. dalam rangka penyeclesaisn perceraian; &. hilangnya akta

¢ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 109



nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikah an; d.
perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; e.
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU No. 1/1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat
dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.
Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.
Sedangkan pengajuan itsbat niksh dengan alasan lain hanya dimungkinkan, jike
sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Salah satu kasus mengenai itsbat nikah adalah permohonan itsbat nikah
yang dilakukan oleh Nawawi bin Denik, umur 36 tahun, tempat kediaman di
Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menikah dengan
Mustiah binti Mukri, umur 30 tahun, tempat kediaman di Desa Lerpak,
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan yang menikah pada tanggal 16 Mei
1995, yang pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “jejaka™ , usia 20
tahun, sedang Pemohon II berstatus “perawan”, usia 14 tahun. Para pemohon
tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan setelah mengurusnya, ternyata
pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan
Agama. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan
Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum

adanya serta sahnya pernikahan tersebut. Maka mereka pengajukan permohonan



itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bangkalan dan kemudian dikabulkan
melalui penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan pernikahan
yang dilangsungkan oleh Nawawi hin Denik dengan Mustiah binti Mukri
lersebul tidak memenuhi syaral pernikahan karena Mustiah binti Mukri pada
waktu melangsungkan pernikahan, usianya masih 14 tahun, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni
calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 tahun, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menjelaskan bahwa seorang calon
suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai
umur 16 tahun.

Dalam hal permohonan itsbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan
harus mengacu pada Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI), yakni itsbat nikah ini
hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian
perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya
salah satu syarat pernikahan; d. pemikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1
tahun 1974 tentang pernikah an; e. pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang
tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974. Selain itu, aspek
maslahah sesuai dengan magasid syar’iyah juga patut dijadikan pertimbangan
hakim dalam menetapkan perkara ini. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk

melakukan penelitian secara cermat dan bijak melalui penelitian yang berjudul
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“Analilis Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umer di

Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penctapan No.91/Pdt.P/2011/PA.BKI)".

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang ditemukan

adalah sebagai berikut:

1

i.

2.

Akibat hukum pernikahan di bawah tangan

Pelaksanaan ketentuan itsbat nikah

Dampak itsbat nikah pada pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah perspektif perundang-
undangan

Itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur tanpa dispensasi nikah dalam
praktek dan perundang-undangan

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Penetapan
No.91/Pdt.P/2011/PA.BKL

Analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA .BKl.

Analisis hukum islam terhadap penctapan No. 91/Pdt.P/2011/PA Bk!.

C. Pembatasan Masalah

Guna Icbih fokus, dalam penclitian ini ponulis membatasi masalah

meliputi:
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1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Penetapan
No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
2. Analisis undang-undang terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.BKl.

3. Analisis hukum islam terhadap penetapan No. 91/Pdt P/2011/PA Bkl

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok

persoalan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam
penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA Bkl?

2. Bagaimana analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No.
91/Pdt.P/2011/PA.BkI?

3. Bagaimana  analisis hukum Islam  terhadap penetapan No.

91/Pdt.P/2011/PA.Bkl

E. Kajian Pustaka
Iisbal Nikah terhadap Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama
Bangkalan (Studi Kasus Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl), sepanjang yang
penulis ketahui berdasarkan studi kepustakaan, tidak ditemukan tulisan-tulisan
yang secara khusus mengkaji tentang Isbat Nikah sebagaimana dalam penelitian
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Namun berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa
hasil telaah ilmiah yang menyinggung sekilas teniang itsbat nikah serta yang
berkaitan dengan isbat nikah, diantaranya adalah skripsi tahun 2001 yang ditulis
L. Qodri Shiddig yang berjudnl “Proses Pelaksanaan Ttshat Nikah di Pengadilan
Agama Sumenep”. Pencliliannya ini berkailan dengan adanya faklor-faklor
penetapan itsbat nikah karena adanya kelalaian Petugas Pencatat Nikah atau
petugas KUA, pernikahan di bawah tangan dan pemnikahan yang diserahkan
kepada kelalaian aparat desa dengan tanpa dicatatkan di Pengadilan Agama
setempat.’

Skripsi pada tahun 2003 oleh Siti Fatimah dengan judul : “Itsbat Nikah
Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974
(studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)”. Tema ini berangkat dari pemahaman
penulis tentang pernikahan yang dilihat dari figih sentris, dalam pernikahannya
hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa diikuti dengan pencatatan
pernikahan sekaligus, sehingga pernikahan sirri yang banyak dilakukan oleh
masyarakat setelah berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974. Menurut penulis
skripsi ini, pada dasarnya permohonan lidak dapat dikabulkan. Menyikapi
kondisi semacam ini, maka ia mencari solusi agar pernikahannya itu mempunyai

perlindungan hukum, dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan melihat

7 L. Qodli Shiddiq, “Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep”, Skripsi,
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001
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beberapa faktor kemudian PPN diminta mencatatnya yang akhirnya pernikahan
tersebut mendapat kepastian hukum.®

Skripsi pada tahun 2010 oleh Nur Faizah Oktafiyah dengan judul
“Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas
Pernikahan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamalan Panceng
Kabupaten Gresik)”, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana
latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah dan
bagaimana analisis hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi.
Panulis menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ini
apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pernikahan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Perturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa
pernikahan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma
yang berlaku. Dalam hal ini Sedangkan menurut Hukum Islam, tidak ada
persoalan dalam pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah
memenubhi syarat dan rukun dalam pernikahan.’

Skripsi pada Tahun 2006 oleh Khamdani Akhyar, yang berjudul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Akibat

Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Intinya menyatakan bahwa

® Siti Fatimah, “Isbat Nikah teriadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. |
Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)”, Skripsi, IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2003

® Nur Faizah Oktafiyah, “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas
Pernikahan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik)”, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
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alasan dispensasi yang diberikan pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama
Tuban karena beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu atas. dasar pasal 7 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur
minimal nikah . Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah

fighiyah yang artinya “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik

Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatam
Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang) yaitu skripsi yang
ditulis oleh Muntaha. Di dalam skripsinya Muntaha membahas tentang
Cfektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat (2) UU No. 1| Tahun 1974 yaitu tidak
mencatatkan pernikahannya karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang
memahami ketentuan pernikahan yang lebih menekankan perspektif figh
sentris."’

Mengingat pembahasan itsbat nikah di skripsi, tesis dan disertasi belum
ada yang membahas secara spesifik, dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan.

“Analilis Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di

Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.21/Pat.P/2611/PA.BK)”.

' Khamdani Akhyar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah
Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”, Skripsi, IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2006, 32

"' Muntaha, “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah”,
Shkripsi, IAIN Walisongo Semarang, 14
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. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengenai itsbat nikah
terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan (studi kasus
penetapan No 91/Pdt P/2011/PA Rk} adalah sebugai herikut:
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan
terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.BKkl.
2. Untuk menganalis itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan yaitu :
1. Kegunaan secara teoritis
Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan
sumbangan bagi Hukum Perdata khususnya Hukum Pernikahan tentang
pelaksanaan itsbat nikah dalam praktek.
2. Kegunaan secara praktis
Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga
mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada para praktisi hukum
yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum pernikahan, terutama

mengenai pelaksanaan itsbat nikah dalam praktek.
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H. Definisi Operasional
Memahami judul scbuah skripsi perlu adanya pendcfinisian judul sccara
operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas

dalam skripsi ini adalah “fisbat Nikah terhadap Nikah Sirri di Bawsh Umur di

Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud
dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah
pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dari judul tersebut
sebagai berikut :

Itsbat Nikah : Pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat
dan rukun nikah. Telapi pernikahan yang (erjadi pada masa
lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang
berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan
Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).. 12

Nikah Sirri Di Bawah Umur: Pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai
pencatat nikah atau tidak tercatat pada register di KUA serta

dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia yang

"2 H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Y ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), 41
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ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu bagi pria berumur 19
tahun dan bagi waniia berumur 16 tahun.

Pengadilan Agama Bangakalan: Pengadilan yang bertindak menerima,
memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan
perkara perdata Islam pada tingkal pertama. Dalam hal ini

yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Bangkalan.

F. Metode Penclitian
Metode yang diperlukan dengan suatu cara yang sistematis dan
diperlukan untuk menjalankan keberhasilan serta diharapkan dapat mendukung
keberhasilan penelitian in.
1. Data yang Dikumpulkan
Adapun data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah:;
a. Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan
No.91/Pdi.P/2011/PA.Bk.
b. Prosedur penyelesaian itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan
No.91/Pdt.P/2011/PA.BKL
1. Sumber data
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

¥ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2003), 112
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Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara
dengan Hakim, Panitcra, dan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan.
b. Sumber Data Sekunder
1. Berkas penetapan itsbat nikah oieh Pengadilan Agama Bangkalan

No.91/Pdt.P/2011/PA.Bk.

2. Amir, Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, Hukum Perdata Islam di
Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No.

1/1974 sampai KHI, Jakarta, Kencana, 2004

3. A. Rasyid, Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama, (akarta: CV.

Rajawali, 1991

4. Arto, H. A. Mukti Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,
Yogyakarta: Pustaka Pclajar, 1996, cei. |

5. Abdul Wahab Khallaf, lmu Ushul al - Figh, Cairo: Maktabah al -
Dakwah al- Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990

6. Ibnu al-Qayyim, I'lam Al-Muwaqqi'in, Beirut: Maktabah Samilah, juz
Ii

7. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh

Munakatut dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006



19

Data penelitian yang dikumpulkan melalui teknik :

a. Dokumenter, adalah membaca, mengkaji, dan mentelaah berkas
penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bk. Pengadilan Agama Bagkalan dalam
pelaksanaan itshat nikah, serta variahel yang berupa bukn-buku dan
artikel-ariikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini .

b. Wawancara atau interview, adalah mengadakan wawancara dengan
informan dalam hal ini yang menjadi informan adalah Hakim dan
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, namun sebelum diolah
data yang ferkumpui diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan
permasalahannya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan kemudian
dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan
masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau
peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan
kemudian ditarik kesimpulan secara dedukiif, yaitu dari hal yang bersifat

umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

' Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), 236
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Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka
penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab
satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi
beberapa sub bab yang sesnai dengan jndnl babnya. Adapun sistematika
pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut

Bab ke [ : Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke II : Merupakan landasan teori, berupa tinjauan umum tentang
pernikahan meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, larangan
pernikahan, pencegahan pernikahan, dan batalnya pernikahan. Disamping itu
dikemukakan batasan umur, dispensasi nikah, pencatatn pernikahan, dan itsbat
nikah,

Bab ke III : Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian yang
berisi Penetapan No.51/Pdi.P/2011/PA.Bki (entung iisbat nikah terhadap nikah
sirri di bawah umur.

Bab ke IV: Merupakan analisis data penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl
tentang itsbat nikah.

Bab ke V : Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin
antara soarang pria dengan seorang wanila sebagai suami-isteri dengan (ujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.”’

Menurut Sajuti Talib, penikahan adalah suatu perjanjian yang suci
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni,
kasih mengasihi, tenlram dan bahagia. Sedangkan menurul Imam Syafi'i,
pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan
seksual antara pria dengan wanita. '®

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan
seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia
sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya

dilihat dari aspek fifrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya

:: Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2
Ibid.

21
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didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga
bersumber dari hukum Tuhan yang teriuang dalam hukum agama."’

Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat
dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat
Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Figih,
pengertian pernikahan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan
merupakan muhrim”.'® Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan
asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia
dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pernikahan juga merupakan
pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.'®

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri,
melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang
nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua
belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam
segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari
segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan

seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.?’

"7 Ibid, 4

'® Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 355
¥ Ibid, 356

? Ibid.
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Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada
prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya
abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan
lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat
didirikan rumah tangga yang damai dan leralur, serla memperoleh kelurunan
yang baik dalam masyarakat.”'

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
(KI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah
akad yang sangat kuat atau mifagon golizan untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur
bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama figh, tetapi
seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun
redaksionalnya berbeda. Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya
menyebutkan Jafad yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu
harus /lafad nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi
ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala

lafadz yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang

2! Mahmuda Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Maz}hab : Syafi’i, Hana>fi, Mali>ki
dan Hamba>li. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989), 110.
* Abdurrahman , Kompilasi Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Akademika Presindo, 1995), 114,
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wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafad
hibah.?

Untuk mengkompromikan kedua definisi di atas, Abu Zahrah
mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halainya
hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong
menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara
keduanya™. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak
dan kewsjiban yoiBcaRYya dari Allsh SWT dan RG>

Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya
merupakan ibadah dalam rangka mentaali perinlah Allah SWT. Hal ini
mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang
pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri
kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.?®

B. Rukun dan Syarat Pernikahan
Pernikahan adalah suatu  perbuatan hukum, oleh karena itu
mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya
dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu

pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu

® Ibid, 115
;" Tim Redaksi, Insklopedi Hukum Islam, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 132
Ibid, 133
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berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang  Perkawinan yang berbunyi: ‘“Pernikahan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya
itu”.?® Sedangkan menurt Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa
Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.’’

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang
Pernikahan menitik beratkan sahnya pemikahan pada dua unsur, yaitu;
pemnikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang
ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama?®
Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal
menyangkut proses administratif, di mana pernikahan harus dicatatkan
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menentukan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.?

Dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yaitu menciptakan
keluarga yang bahagia dan kekal, maka pernikahan dilakukan dengan syarat
yang ketat. Syarat-syarat sahnya pernikahan terdapat dalam Undang-Undang

Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

26 Mubarok Jaih, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung, Pustaka Bani
Quraisy,tt}, 32

7 Tbid, 33

:‘: Wahyono Darmabrata, Tinjauan UU No. I Tahun 1974, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 101
Ihid,
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Pasal 6

. Perikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
. Untuk meilangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur

21 (dua piluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

. Dalam hal slah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat
(2) pasal ini cukup cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau
dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak

mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam
garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya.

. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam

ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum
tempal (inggal orang yang akan menlangsungkan pemikahan atas
permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.

. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang hukum msing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.

. Dalam hal penyimpangan terhadapa ayat (1) pasal ini dapat meminta

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

. Ketentuan-ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua

tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:
a.
b.

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibw/ bapak tiri;

. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan

dan bibi/paman susuan.
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e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4
Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh
dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah Iebih lanjul.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 4
bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam pasal 14
sampai pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

a. Calon Suami;

b. Calon Isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. [jab dan Kabul.

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam
pasal 7 Undang-undang No.l tahun 1974 yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16
tahun
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(2) Bagi calon mempelai yang bgelum men¢ .
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5)
UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas
dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam
dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah
menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua
saksi nikah.

(2) Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon
mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat
dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak
terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Pasal 19
Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya
susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari
pihak ayah dan seierusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara
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laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki
mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah
yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling
berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-
sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan
memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat
sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara,
tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adlal atau

enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali
tersebut.

Pasal 24
(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Sctiap pernikaban harus disalsikan olch dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki
muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau
tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah
dilangsungkan.

Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan
tidak berselang waktu.



30

Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara
pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara
tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai
pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai
pria diwakili,maka akad

nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita
yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak
itumenjadi hak pribadinya,

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelar wanita menyctujui, penycrahan mahar bolch
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang
belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm
pernikahan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar
masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah
mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
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(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar
belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan
barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang
sama nilainya atau dengan nang vang senilai dengan harga barang mahar
yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi
calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal
dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus
menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya
belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar,

. Larangan Pernikahan
Larangan pernikahan (erdapat dalam Undang-Undang Pemikahan
Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 39
Dilarang meiangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita disebabkan :
(1) Karena pertalian nasab :
a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau
keturunannya;
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
(2) Karena pertalian kerabat semenda :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al
dukhul:
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan :
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a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke
atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seierusnya menurut garis lurus ke
bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke
bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang

wanila karena keadaan terlentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

¢. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya
telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita
apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-
empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i
ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang
yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili*an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da
dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
pria yang tidak beragama Islam.
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D. Pencegahan Pernikahan
Pencegahan  pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Pcrkawinan

Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan
yang dilarang hokum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atay calon isteri
yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan menurut nukum Islam dan peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,
kecuali tidak sekufu

karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang
bersangkutan

(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala
keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna
dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih
terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri
atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah

.

perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam
dacrah Hukum di  mana perkawinan  akan dilangsungkan  dengan
memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
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(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat
Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu dicabut.

Pasal €7

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan
pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau
denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari
ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-
undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut
ada larangan menurut Undang-undanf No.l Tahun 1974 maka ia akan
menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan
suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan
penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak betjak mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan,
dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan
akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut
ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin
dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

. DBatas umur Pernikahan

Tentang batas umur pernikahan di Indonesia, jelas diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 dengan rumusan sebagai
berikut :



35

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk olch kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita,

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat
dalam UU Perkawinan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah
tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah
mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon
isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Ketentuan batas umur ini juga seperti yang disebutkan dalam
PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam
pasal 8 diatur bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19
tahun dan seorang isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat
dispensasi dari Pengadilan.”’

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perikahan itu
harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas

dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda

30 Kompilasi Hukum Islam, 133
*' PERMENAG RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, 5
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karena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingat kecerdasan suatu komunitas
atau disebabkan oleh faktor lainnya. ¥

Jadi, ukuran kedewasaan dalam pernikahan berhubungan erat dengan
kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi pria
maupun wanita yang akan mclaksanakan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan
membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut
adalah :

(1). Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam pernikahan yang
sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan
untuk menegakkan rumah tangganya.

(2). Timbulnya harta benda dalam pernikahan.

Suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, akan
mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum pernikahan maupun
selama pernikahan. Pengaturan terhadap harta kekayaan pernikahan
tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang -
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

{3). Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak™

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 68

** Moh. idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan, Dan
Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 49
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Akibat hukum terakhir dari pernikahan yang sah adalah adanya
hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjuinya terhadap hal
ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang — Undang No. 1 Tahun
1974. Apabila pernikahan dilaksanakan hanya secara agama saia, dan tidak
dicalatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Cataiun
Sipil, maka suami dapat saja mengingkari pernikahan tersebut. Untuk itu
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat
sahnya suatu pernikahan.>*

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan yang sah akan
mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah.

Lebih lanjut di dalam Pasal 43 Undang — Undang Pernikahan Nomor
1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa: a. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.; b.
Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

34 Ibid.
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F. Dispensasi Nikah
i. Pengertian Dispensasi Nikah
Menurut Sudarsono, Dispensasi artinya pengecualian dari aturan
secara nmum untuk suatn keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari
suatu larangan atau kewajiban.”

Dispensasi yang dimaksud disini adalah dispensasi nikah yaitu
pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang
diberikan oleh pengadilan agama terhadap pernikahan yang akan dilakukan
karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas
umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.*®

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) terdapat
ketentuan tentang batasan umur minimal untuk melangsungkan pernikahan
yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun,
Undang-Undang Pernikahan masih memberikan kelonggaran yaitu apabila
terdapat penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tercapainya pernikahan harus ada
Dispensasi dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan orang tua kedua
belah pihak. Sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974.

Adanya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan belum terpenuhinya

syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pernikahan tentang batas

3 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102
3 Ibid, 51
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usia minimal untuk melakukan sebuah pernikahan yang telah diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya
untuk memenuhi syarat tentang ketentuan umur yang belum terpenuhi, maka
diharuskan untuk mengaijukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama
selempal bagi para calon mempelai yang belum menbeapai balas umur
minimal yang telah ditentukan.
2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada
Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon
dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan. Sebab
hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut
sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada
lawan,”’
Adapun permohonan itu antara lain meliputi i
a. Identitas para pihak, dalam hal permohonan dispensasi nikah disebut
Pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, Agama, pekerjaan, tempat
linggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu).
b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan

yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan

permohnonan.

%7 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), 190
% Mukti Arta, Opeit, 40-41



40

c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh
Hakim.

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak

untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh pegawai pencatat nikah di

tempat pernikahan akan dilangsungkan, dengan alasan belum terpenuhinya

persyaratan pernikahan yaitu salah satu atau kedua calon mempelai di bawah
ketentuan batas umur minimal pernikahan.*

Untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus
melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu :

a. Calon mempelai mendafiarkan ke KUA setempat dengan membawa
beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salah satu
syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, maka
KUA menolaknya.

b. Sesuai dengan ketentuan UU Pernikahan dan KHI, maka bagi orang tua
atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat

¢. Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama,
pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :

1). Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur
2). Akte kelahiran

3). Surat keterangan dari desa

¥ Ibid.
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4). Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan
dispensasi
5). Surat keterangan asal usul
6). Surat perjanjian (kalau ada)

7). Sural penolakan dari KUA Kecamaian
8). Membayar biaya perkara
Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan
sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan
dispensasi.

Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama
memanggil para pihak yang berperkara Setelah Pengadilan Agama
menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama
menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya
melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon
mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi-saksi untuk
melaksanakan sidang.

Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadini oleh pihak-pihak
yamg bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon
mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai.

Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu
atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh

dispensasi nikah tersebut
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h. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, seria keterangan-keterangan
para saksi, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan,
berupa :
~Menolak, atau
-Mengabulkan

i. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi iersebut,
maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat,
kemudian dapat dilangsungkan suatu pernikahan. Bila Majelis Hakim
menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh uniuk
melakukan pernikahan.*’

3. Akibat hukum pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi

UU Nomor 1 Tahun 1974 icntang Perkawinan pada bab I Dasar

Pernikahan Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tanga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.*!

Salah satu tujuan pernikahan menurut Hukum Islam adalah
membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal ini tidak

mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan belum

“ Ibid, 45
*! Tahido Yanggo, Huzaemah, Perkawinan yang Tidak Dicatat Pemerintah, (Yakarta: GTZ
dan GG Pas, 2007), 87
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dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya. Ini sejalan dengan prinsip yang
diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri harus teiah
matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik
tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan vang baik. Untuk itu,
jangan sampai lerjadi adanya pernikahan antara calon suami atau calon isleri
yang masih di bawah umur.*

Pernikahan di bawah umur berarti tidak memberikan kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan, serta memperpanjang kesempatan reproduksi
pada wanita dan hamil dengan resiko tinggi.*® Karena itu, usia mempelai
perlu diperhatikan ketika akan melangsungkan pernikahan. Dalam pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
perempuan 16 tahun.

Ketentuan batas umur ini juga disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1)
yang didasarkan atas pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah
tangga dalam pernikahan. Pembatasan usia pernikahan ini dimaksudkan agar
manusia iidak meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Dan salah
satu usaha itu, adalah bahwa pernikahan dilakukan hanya oleh pasangan yang

sudah masak jiwa raganya. *

42 .

Ibid.
43 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Y ogyakarta, Liberty,1986),
71
“Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000), 110



Jika dianalisis lebih lanjut, peraturan batas usia pernikahan ini
memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dan tidak
dapat dipungkiri ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk
melakukan pernikahan, mengakibatkan laju lelahiran lebih tinggi dan
berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula.®’

Kendati pun demikian, pembatasan ini pada tingkat praktik
penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat
mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, untuk menghindari
kemungkinan timbulnya mudlarat yang lebih besar, maka pernikahan tetap
dapat dilangsungkan dengan izin orang tua atau dispensasi dari Pengadilan
Agama.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan, apabila para
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi
dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih
belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada, maka
pernikahannya dapal dibatalkan. Karena dispensasi merupakan salah salu
persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan, apabila belum terpenuhi

syarat batas minimal melangsungkan pernikahan.*’

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana,
2004), 71

* Ahmad Rofiq, Opcit, 111

Y7 Ibid.
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Akibat hukum lain, apabila tetap dilaksanannya pernikahan tanpa
adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yaitu dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX ayat (1) huruf (b) terdapat
ketentuan pidana bagi pegawai penéatat pernikahan yang tetap melaksanakan
pemikahan apabila ada salah satu syaral yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang yang belum terpenuhi.*®

. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan pernikahan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan pernikahan. Pengertian
itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa
tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan
suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara
bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk
peringatan dalam buku catatan.*

Jadi pencatatan pernikahan adaiah proses atau perbuatan menulis yang
dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar

pernikahan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

“ Amiur Nuruddin, Opcit, 73
* Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 935
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Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapai dikatakan bahwa
pencatatan pernikahan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk
mewuindkan ketertiban pernikahan dalam masvarakat. Dengan maksud
sewaklu-wakiu dapal dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukii
otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang
ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di
tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.®

Dalam hal pencatan pernikahan, hukum Islam tidak mengatur secara
jelas apakah pernikahan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari
pencatatan pernikahan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang
melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam
kehidupan masyarakat, misalnya dengan akia nikah itu dapat dijadikan bukti
bahwa mereka telah melaksanakan pemikahan secara sah dan resmi
bardasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974
ientang Perkawinan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan
Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

% A. Mukti Arto, Opcit, 144
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Undang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dam
lebih khusus iagi meiindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan pernikahan
yaitu Undang-Uindang No. 1 Tahun 1974 nasal 2 avat (2) vang menvatakan
bahwa liap-liap pernikahan dicalal menurul peraluran perundang-undangan
yang berlaku. Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi: (1)
Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam, sertiap
pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat 1
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1975.%

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa: (1) Untuk memenuhi
ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Pernikahan yang
dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai
kekuatan hukum.”
2. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya syari’al Islam baik dalam Al-Qur’an atau Al-sunah
tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Ini

berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu

51 pasal 5 KHI
52 pasal 6 KHI
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diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai
pertimbangan kemasiahatan.™

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan Kketertiban
pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya vang di atur melalui
perundang-undangan uniuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan,
lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah,
yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi
perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna
mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Kerena dengan akta
tersebut, suami-isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang
telah mereka lakukan.”

Ketentuan pencatatan pernikahan sebenarnya bukan masalah baru bagi
penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946
telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
rujuk. Namun ketentuan tersebui belum terlaksana secara efekiif. Sedang bagi
masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama

mereka mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.>

%3 Ahmad Rofiq, Opcit, 107

> Ibid.

** Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta;
Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70
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Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
masalah pencatatan pernikahan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.%

3. Legalisasi Pernikahan

Pemnikahan yang dilangsungkan di hadapan PPN adalah pernikahan
yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan
buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan pernikahan
yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak
tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam
ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam
mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini
dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam
mengurus akta kelahiran anak, pendafiran sekolah dan juga status dari anak
yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap
instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya
akla pernikahan.’’

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian
secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan

. . . . qe 58
pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkreto. *

% Ibid, 72
%7 Ibid.
%8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), 108.

i
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Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada
umumnya yang berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun
membantah suat hak orang lain, menunjuk pada suatn peristiwa, diwajibkan
membukiikan adanya hak alau peristiwa lersebut.” Dalam pembuktian ini
yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya.®°

Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan
peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau
menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.
Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan
mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 164 yaitu alat bukti
surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkan, alat buktu pengakuan, alat bukti
sumpah.®' Dalam menangani masalah perdata hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nlai hukum
yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 27 (1) UU No. 14/1974 tentang pokok-
pokok kekuasan kehakiman).?

4. Prosedur Pencatatan Pernikahan

Dalam pelaksanaan pernikahan didahului kegiatan-kegiatan, baik yang

dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai pencatat nikah. Calon

mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak

% R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramits), 475

® Sudikno Mertokusumo, Opcit, 110

' H. A. Mukti Arto, opcit, 140

52 Ibid, 141
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melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah, selanjutnya
pegawai tersebut meneliti apakah syarai-syarat pernikahan telah dipenuhi, dan
apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang.®*

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan pernikahan
atau belum terpenuhi syaral-syaral yang diperlukan, maka keadaan itu segara
diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau yang
mewakilinya.** Bila pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhi
syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin maka
proses ini dapat diteruskan.®

Untuk melaksanakan pencatatan pernikahan, PP No. 9 Tahun 1975
pasal 2 mengatumya, bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh
pegawai pencatat sebagaimana yang di maksud dalam UU No. 32 Tahun
1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, sedang bagi mareka yang
tidak beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada
kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan
mengenai pencatatan.%

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP no. 9 Tahun 1975
menyatakan bahwa pencatatan pernikahan hanya dilakukan oleh dua instansi
yaitu:

a. Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.

%3 Moh Zahid, Opcir, 76

M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentung Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
dan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: IND-HILL, CO,1985), 163

S Ibid.

% Ibid, 164
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b. Kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Tentang cara melakukan pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 3
sampai dengan 9 dan juga pasal 2 peraturan pelaksanaan yang meliputi
tahapan-tahapan, antara lain:

a. Pemberitahuan

Yang di maksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan
seseorang yang akan melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat
pernikahan seperti yang di atur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5.
Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh seseorang atau
calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan
kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis jika dapat dilakukan jika
pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan
dilakukan oleh orang lain orang tersebul harus ditunjuk dengan suatu surat
kuasa khusus.”’

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat pernikahan menerima pemberitahuan seperti
diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-
syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti di

atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga harus

% Ibid, 165
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diteliti tentang hal-hal seperti yang disebutkan oleh pasal 6 Undang-undang
tersebut.**

Selanjutnya setelah diadakan penelitian yang sebaik-baiknya, dalam
hal ini tentunya pegawai pencatat pernikahan harus bertindak aktif, artinya
tidak menerima saja yang ditemukan oleh pihak yang akan melangsungkan
pemikahan itu, tetapi pegawai pencatat pernikahan juga menulis dalam
sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal
terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan
pernikahan, maka pegawai pencatat pernikahan harus segera memberitahukan
hal itu kepada pihak yang bersangkutan.®
c¢. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakaukan
penelilian, (ernyata tidak ada suatu halangan serta syaratsraral untuk
melakukan pernikahan yang meyakinkan, maka pegawai pencatat pernikahan
mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan
pernikahan,”

Pegawai pencatat pernikahan menempelkan surat pengumuman yang
telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan pernikahan yang daerah
wilayahnya meliputi wilayah tempat pernikahan itu dilangsungkan dan

tempat kediaman masing-masing calon mempelai di tempat yang telah

¢ Ibid.
f: Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, tth.), 19
" Ibid.
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ditentukan sehingga mudah dibaca oleh masyarakat umum. Pengumuman
yang di tandatangani oleh pegawai pencatat pernikahan selain memuat hal
ihwal orang yang akan melangsungkan pernikahan juga memuat waktu dan
tempat pernikahan itu akan dilangsungkan.”!

Adapun maksud pernikahan itu seperti deterangkan dalam pasal 8,
adalah mamberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan
mengajukan keberatan-keberatan bagi di langsungkanya suatu pernikahan
apabila pernikahan itu di ketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan
kepercayaan orang yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 2 bahwa pernikahan di anggap telah tercatat secara
resmi apabila akta pernikahan telah di tandatangani oleh kedua mempelai, dua
orang saksi, pegawai pencatat perkwinan dan khusus untuk yang beragama
Islam, juga di tandatangani oleh waki nikah atau yang mewakilinya.”

4. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Aspek hukum keperdataan (muamalah) dalam undang-undang
perkawinan secara subtansial dikembalikan kepada ajaran agama masing-
masing, atau setidak-tidaknya rumusan formalnya tidak boleh bertentangan

dengan ajaran agama. Hal ini nampak jelas jika kita baca pasal 2 ayat 1 yang

" Sudarsono,Upcit, 21
2 Ibid, 23
B Ibid.
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berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan atau pasal 6 ayat 6
yang berbunyi: “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal
ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanva dan kepercavaannya
itu dari yang bersangkutan lidak menentukan lain™.

Berdasarkan logika hukum dari pasal 2 ayat 1 tersebut dapat ditarik
kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran
agama, bukun oleh undang-undang. Yang memiliki otoritas menentukan sah
tidaknya perkawinan adalah Syari’ (pembuat syari’at), bukan manusia atau
kelompok manusia, baik melalui legislasi ataupun yurisprudensi. Dengan
demikian perkawinan yang sah menurut agama maka sah menurut peraturan
perundang-undangan. Tidak ada dikotomi antara hukum agama dan hukum
negara.

Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat
dan atau tidak dicatat (di bawah tangan) tidak memenuhi aspek hukum
administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara
(akic nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai kekualan hukum. Kaidah
hukum ini merujuk antara lain pada pasal 2 ayat 2, yang berbunyi: “ Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.”

™ Ahmad Rofiq, Opcit, 53
” Ibid, 54
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Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal
dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Perkawinan
yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak
pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi nelakunva. Mereka
tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang
berwenang sebagaimana mestinya. Pernikahan mereka tidak diakui dalam
daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-
anak mereka dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak
membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.’®

Karena perkawinan sirri banyak dampak buruknya maka peraturan
perundang-undangan menggariskan bahwa setiap perkawinan harus
dilakukan di hadapan pejabat dan didaftarkan dalam register yang
disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat
dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.”’

Dasar syar’inya pembuat undang-undang mengharuskan pencacatan
sebuah perkawinan, padahal pada masa Rasulullah saw maupun sahabat
belum dikenal adanya pencatatan perkawinan tersebut? Menurut para pakar
hukum Islam, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan

pijakan perintah pendafiaran/pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan qiyas

" Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 163-
164,
7 Ibid, 166
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(analogi) dan kedua atas dasar maslahah mursalah. Keharusan mencatatkan
perkawinan dan pembuatan akie perkawinan, dalam hukum Islam, di-
giyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah (utang-piutang)
yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti

32 '} A A 1 A 3 . 5 Q 78
discbutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu ‘amalah
tidak secara tunai untuk wakty yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamuy
menuliskannya  dengan  benar. Dan Janganlah  penulis  enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang vang berhutang itu mengimlakkan (apa

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang ity orang yang lemah akalnya atay lemah (keadaannya) atau diq
sendiri  tidak  mampu mengimlakkan, maka hendakiah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki diantaramy). Jika tak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

kamu  ridhai,  supaya Jika seorang lupa maka seorang lagi

™ Ibid.
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mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas wakiu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu amalahmu
itu), kecuali jika mu amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di
antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu”. (QS Al Baqarah: 2)

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang

sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:
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Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus
dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih
utama lagi untuk dicatatkan. mas/ahah mursalah adalah kemaslahatan yang
tidak dianjurkan oleh syari’at dan juga tidak dilarang oleh syari’at, semata-

mala hadir alas dasar kebuluhan masyarakal. Penetapan hukum aias dasar
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kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam,
sebagaimana disebutkan dalam kaidah:™

nlalf & Lf e ol Ui Bl

Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan
dun kemasiahaian rakyatnya.

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di
Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan
pencalatannya. Hal ini dilakukan untuk keteriiban pelaksanaan pernikahan
dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-
pihak yang melakukan pernikahan itu sendiri serta akibat dari terjadinya
petkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak,
kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan
dengan akte nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau
salah salu pihak lidak berlanggung jawab, maka yang lain dapai melakukan
upaya liukum guna memperiahankan atau memperoleh haknya masing-
masing, karena dengan akte nikah suami isteri memiliki bukti otentik, legal
formal atas perkawinan yang terjadi antara mereka.®®

Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan
dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan magasidus

syar Tnya Perubshan terhadap sesuatu, termasuk institusi pernikahan

" Jalaluddin As Suyuti, 4! Isyhah Wa Nedair, Juz 1, (Beirut: Makiahah Syamilah), 220
% Abdul Wahab Kallaf, fimu Uskul al - Figh, (Cairo: Maktabah al - Dakwah al- Islamiyah
Shabab al-Azhar, 1990), 98
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dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan
kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah
menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai

dengan kaidah fighivah vang berbunyi:

Ol 3N sy pSY1 5 Sy

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.®’

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

191y Lty J1 gV 2SNy Ol Y a5 antt Wit (6 2l i

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan
zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”’

Pencatatan pernikahan selain substansinya untuk mewujudkan
ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak
terjadi penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut ketentuan
agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan
antara laki-laki dan percmpuan yang antara keduanya dilarang melakukan
akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang
akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia

mempunyai isleri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan

8 Lajnah Makwanan Min idatil Ulama’ wa Fuqaha Fi Khilafatil USmaniyah, Majalatul
Abkam Al ‘Adliyah, Juz 1, (Beirut: Maktabah Syamilah), 30
*2 Ibnu al-Qayyim, I7am Al-Muwaqqi'in, juz I1I, (Beirut: Maktabah Syamilah), 149
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perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan
oleh Pegawai Pencaiai, seperii yang dialur dalam Pasal 6 PP Nomor §
Tahun 1975.%Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung
manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan
masyarakat. Scbaliknya apabila perkawinan tidak diatur sccara jelas melalui
peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-
pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan
merugikan pihak lain ieruiama isteri dan anak-anak.® Namun jika
mengandung mafSadat yang lebih besar, maka harus pencegahannya harus
didahulukan.
Dalam prinsip kaidah Fiqih dikatakan :
plalt o o 2532 e Gl 233

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh

kemaslahatan ™%

D. Itsbat nikah
1. Pengeriian Itsbat Nikah
Kata  itsbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.

Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran

% Abdul Manaf, Refleksi beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama
(Bandung : CV.Mandar Maju, 200), 54

* Ibid.

% Ibid, 57
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sesuatu).¥ Sedangkan menurut figh nikah secara bahasa adalah pllgebgllgag

(bersenggama atau bercampur).?’

Para ulama ahli figh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli figh berarti
akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat
memanf{aatkan dan bersenang-senang dengan kehormalan seorang isleri serta
seluruh tubuhnya.*® Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*

Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya
syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini
belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini
pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti
bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan Jurisdikiio

Voluntair. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam

% Tim Penyusun Kamus, Opcit, 339.

*” Djamaan Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1
% Ibid, 2

% pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang
sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifainya
permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada
lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali
kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.*

Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:
a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk
melakukan tindakan hukum;
b. Penetapan pengangkatan wali;
c. Penetapan pengangkatan anak;
d. Penetapan nikah (itsbat nikah);
e. Penetapan wali adhal.

Produk perkara voluntair ialah penetapan. Nomor perkara
permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor 125 /Pdt.P/1996/PA/BkI.
Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan
pemohon yang tidak berlawan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi
menghukum melainkan bersifat menyatakan (declaratoire).

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas
kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak™.
Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang

bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari

% A. Mukti Arto, opcit, 41



asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya
berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya dan orang yang memperoieh hak
darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada
yang telah disebut di atas.”’

Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak
mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu
asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat di
pahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin
memiliki nilai kekuatan eksekusi.””

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat nikah bagi Pengadilan
Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan
pernikahan di bawah tangan sebelum diberlakukanya UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (
penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No.l Th. 1974). Namun
kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) di
sebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta
nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Pada ayat (3)
disebutkan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pangadilan Agama terbatas

mengenai hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya pernikahan dalam rangka

;’; Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 73
Ibid.
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penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan
tentang sah tidaknya saiah satu syarat pernikahan; dan d. Pernikahan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*?

Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 14 tahun 1970 beserta penjelasanya
menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan
perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan
syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan atau penunjukan) oleh Undang-
Undang. ™

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam
pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan
dupkikat akta nikah karena catatanya telah rusak atau hilang atau karena
sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk,
harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan
Agama; tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum
UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap pernikahan yang terjadi sesudahnya.®®

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah
sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogkan (qiyaskan) dengan

perkara pembatalan pernikahan, perceraian atau poligami. Prinsipnya

* Departemen Agama Rl, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI,
1999/2000), 137

** Ibid,

* Ibid, 139
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pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi
kewenanganya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.*®
3. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah

Fksistensi dan independensi lembaga Peradilan Agama sejak terbitnya
UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga Peradilan
lain dilingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
Kewenangan Pengadilan Agama (PA) pasca terbitnya UU baru tersebut
semakin luas. Tata kerja, susunan organisasi dan pertanggungjawabannya
sudah satu atap dibawah MA. Oleh karenanya maka PA dituntut untuk
mampu melaksanakan tugas UU tersebut sebaikbaiknya dengan
mempersiapkan diri dari segi SDM maupun layanan publik bagi masyarakat
pencari keadilan.”’

Prosedur dan tata cara pengajuan dan  penerimaan
gugatan/permohonan di PA dalam praktek selama ini dapat dikatakan belum
sepenuhnya menerapkan aturan yang ditentukan di dalam Hukum Acara
Perdala yakni dalam Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120 HIR/RIB dan secara
teknis diatur dalam SKMA RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tertanggal 24

Januari 1991.%

% Ibid.
97 Ahmad Rofiq, Opcit, 107
* Ibid.
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Adapun Prosedurnya sebagai berikut:

. Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak

yang berkepentingan dengan pernikahan itu sebagai Pemohon,

mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

- Permohonan diajukan ke pengadilan agama di lempat linggal Pemohon;

. Permohonan harus memuat:

a) Identitas pihak (Pemohon/para Pemohon);
b) Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya
permohonan);

¢) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).”

% Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), 76



BAB III
HASIL PENELITIAN LAPANGAN
PENETAPAN PA BANGKALAN NO.91/Pdt.P/2011/PA.Bki

TENTANG ITSRAT NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan
A. 1. Kedudukan dan Kewenangan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan
kehakiman bagi rakyal pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49 (1) UU PA No.7/89)
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006.

Kewenangan Peradilan Agama meliputi: memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shodaqah dan ekonomi Syari’ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006).'"

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan pengadilan tingkat
pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di JL.

Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 secara organisasi, strukiur dan

'% A, Mukti Arto, opcit, 1-2
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finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Keppres RI No.21
Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial
semua peradilan ke Mahkamah Agung,
A. 2. Sejarah dan Dasar Hukum
Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 152
jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Pertama berdiri Pengadilan
Agama Bangkalan bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen
Agama Kabupaten Bangkalan di JI. KL ITasyim Asyari selama i 30
tahun. Kemudian pada Bulan Mei 1980 sampai sekarang menempati
Kantor Baru di JI. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116.'°!
A. 3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah
Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia,
yaitu, Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk
mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modemn;
3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK;
4, Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi
Peradilan Agama.

A. 4. Wilayah Hukum

" Agus Salim (wakil sekretaris dan panitera pengganti PA Bangkalan), Wawancara,
Bangkalan, 14 Juli 2011
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Kebijakan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang terdiri dari 18 Kecamatan, 8
Kelurahan, 2.733 Desa, yakni :

1. Kecamatan Kamal, radius 20 KM terdiri dari 10 Kelurahan/Desa :

Desa Tajungan, Desa Gili Barai, Desa Banyuajuh, Desa Kamal,
Desa Kebun, Desa Sengon, Desa Gili Timur, Desa Gilianyar, Desa
Telang, dan Desa Pendabah.

2. Kecamatan Labang, 49 Km terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

Desa Kesek, Desa Pangpong, Desa Sukolilo Barat, Desa
Sukolilo Timur, Desa Bunajih, Desa Bringen, Desa Ba'engas, Desa
Morkepek, Desa Labang, Desa Jukong, Desa Sendang Laok, Desa
Sendang Dajah, dan Desa Petapan.

3. Kecamatan Kwanyar, 30 Km terdiri dari 16 Kelurahan/Desa :

Desa Tebul, Desa Kwanyar Barat, Desa Pasanggrahan, Desa
Karanganyar, Desa Batah Barat, Desa Duwak Buter, Desa Pandanan,
Desa Karang Entang, Desa Janteh, Desa Dlemer, Desa Ketetang, Desa
Morombuh, Desa Somor Koneng, Desa Paoran, dan Desa Gunong
Sereng.

4. Kecamatan Modung, 60 Km terdiri dari 17 Kelurahan/Desa :

Desa Panpajung Desa Patereman, Desa Kolla, Desa Paeng, Desa

Neroh Desa Srabi Temor, Desa Srabi Barat, Desa Patengteng, Desa

Langpanggang, Desa Suwa'an, Desa Modung, Desa Brakasdajah, Desa
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Karanganyar, Desa Manggaan, Desa Glisgis, Desa Pakong, dan Desa
Alas Kokon.
5. Kecamatan Blega, 60 Km terdiri dari 19 Kelurahan/Desa :
Desa Panjalinan, Desa Panggedungan, Desa Ko'olan, Desa
Gigir, Desa Kampao, Desa Lombang Dajah, Desa Lombang Laok, Desa
Rosep, Desa Blega, Desa . Nyormanes, Desa Karpote, Desa Kajjan,
Desa Alas Rajah, Desa Blega Oloh, Desa Karang Nangkah, Desa
Karang Panasan, Desa Karang Gajam, Desa Lomaer, dan Desa Bates.
6. Kecamatan Konang, 70 Km terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :
Desa Campor, Desa Sambiyan, Desa Cangkareman, Desa Sen
Asen, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Bandung, Desa Pakes, Desa
Durin Timur, Desa Durin Barat, Desa Galis Dajah, Desa Negarah, dan
Desa Batokaban.
7. Kecamatan Galis, 50 Km terdiri dari 21 Kelurahan/Desa :
Desa Kajuanak, Desa Paterongan, Desa Daleman, Desa Tellok,
Desa Blateran, Desa Kelbung, Desa Tlagah, Desa Lantek Timur, Desa
Banyubunih, Desa Longkek, Desa Galis, Desa Pekadan, Desa Pakaan
Laok, Desa Pakaan Dajah, Desa Kranggan Timur, Desa Separah, Desa
Lantek Barat, Desa Lantek Barat, Desa Bangpendah, Desa Sadah, dan
Desa Sorpa.

8. Kecamatan Tanah Merah, 35 Km terdiri dar 23 Kelurahan/Desa :
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Desa Pacenten, Desa Baipajung, Desa Tanah Merah Laok, Desa
Kranggan Barat, Desa Padurungan, Desa Tanah Merah Daja, Desa
Petrah, Desa Jangkar, Desa Pettong, Landak, Desa Batangan, Desa
Rongdurin, Desa Tloma, Desa Kendahan, Desa Dumajah, Desa
Palemon, Desa Mrecah, Desa Dlambah Laok, Desa Buddan, Desa
Dlambah Desa Dajah, Desa Poter, dan Desa Basanah.
9. Kecamatan Tragah, 27 Km terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
Desa Masaran, Desa Bancang, Desa Ja'ah, Desa Keteleng, Desa
Alang Alang, Kemoneng Desa Soket Laok, Desa Bajeman, Desa
Tambin, Desa Soket Dajah, Desa Duko Tambin, Desa Karang Leman,
Desa Tragah, Desa Pocong, Desa Pacangan, Desa Pamorah, Desa
Banyubes, dan Desa Jaddung.
10. Kecamatan Socah, 20 Km terdin dan 11 Kelurahan/Desa -
Desa Sanggragung, Desa Parseh, Desa Bilaporah, Desa Jaddih, Desa
Buluh, Desa Keleyan, Desa Socah, Desa Dakiring, Desa Petaonan, dan
Desa Pernajuh.
11. Kecamatan Bangkalan, 1 Km erdiri dari 12 Kelurahan/Desa :
Desa Ujung Piring, Desa Sembilangan, Desa Kramat, Desa
Martajasah, Desa Kemayoran, Desa Pangeranan, Desa Demangan, Desa
Kraton, Desa Pejagan, Desa Bancaran, dan Desa Sabiyan.

12. Kecamatan Burneh, 7 Km dari 12 Kelurahan/Desa :
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Desa Jambu, Desa Langkap, Desa Burneh, Desa Banangkah,
Desa Kapor, Desa Sobih, Desa Pangolangan, Desa Alas Kembang,
Desa Binoh, Desa Perreng, Desa Tunjung, Desa Kuman, Desa Janti
Sukodadi, Desa Banjardowo, Desa Kambeng Pengampon, dan Desa
Manduro.

Kecamatan Geger, 52 Km terdiri dari 12 Kelurahan/Desa :

Desa Lerpak, Desa Dabung, Desa Katol Barat, Desa Banyoneng
Laok, Desa Banyoneng Dajah, Desa Kombangan, Desa Geger, Desa
Batobella, Desa Tegar Priyah, Desa Campor, Desa Kampak, Desa
Kompol, Desa Dukuhmojo, Desa Tejo, Desa Gambiran, Desa
Kedunglumpang, Desa Karangwinongan, dan Desa Seketi.

Kecamatan Kokop, 70 Km terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

Desa Durjan, Desa Tlokoh, Desa Kokop, Desa Mano'an, Desa
Mandung, Desa Bandang Laok, Desa Dupok, Desa Tramok, Desa
Ampara‘an, Desa Lembung Gunong, Desa Katol Temor, Desa Banda
Soleh, Desa Batokorogan, dan Desa Pojok Kulon.

Kecamatan Tanjung Bumi, 60 Km terdiri dari 14 Kelurahan/Desa :

Desa Planggiran, Desa Tagungguh, Desa Bandang Dajah, Desa
Bungkeng, Desa Larangan Temor, Desa Tambak Pocok, Desa
Bumianyar, Desa Paseseh, Desa Telaga Biru, Desa Tanjung Bumi, Desa
Macajah, Desa Tlangoh, Desa Aeng Tabar, dan Desa Banyusangka.

Kecamatan Sepulu, 40 Km terdiri dari 15 Kelurahan/Desa :
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Desa Klapayan, Desa Bangsereh, Desa Kelbung, Desa Saplasan,
Desa Gunelap, Desa Tanagura Temor, Desa Tanagura Barat, Desa
Banyior, Desa Klabetan, Desa Gangseyan, Desa Maneron, Desa Sepulu,
Prancak, Desa Labuhan, dan Desa Lembune Paseser.

17. Kecamatan Klampis, 35 Km terdin dari 22 Kelurahan/Desa :

Desa Tolbuk, Desa Ra'as, Desa Moarah, Desa Karang Asem,
Desa Banteyan, Desa Bragang, Desa Lergunong, Desa Panyaksagan,
Desa Larangan Glintong, Desa Manonggal, Desa Larangan Sorjan,
Desa Tenggun Dajah, Desa Bulung, Desa Trogan, Desa Ko'ol, Desa
Tobaddung, Desa Mrandung, Desa Bulukagung, Desa Bator, Desa
Klampis Barat, dan Desa Klampis Temo.

18. Kecamatan Arosbaya, 25 Km terdiri dari 19 Kelurahan/Desa :

Desa Pandang Lanjang, Desa Batonaong, Desa Glagga, Desa
Berbeluk, Desa Tambegan, Desa Cendagah, Desa Mangkon, Desa
Karang Pao, Desa Makam Agung, Desa Dlemmer, Desa Karang
Duwak, Desa Ombul, Desa Balung, Desa Lajing, Desa Tengket, Desa
Arosbaya, Desa Plakaran, dan Desa Buduran.

A. 7. Struktur Organisasi (Tupoksi)
Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama kabupaten
Bangkalan yaitu sebagai berikut:
Ketua : Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Hj.Musri, SH



Hakim

A Panitera / Sekretaris
Wakil Panitera

Wakil sekretaris
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. Drs.Akhmad Abdul Hadi, SH

Drs.Mokh.Akhmad, SH.
Drs. Slamet Bisri
Dra. Hj. Sufijati
Dra. Hj. Chulailah
Drs. Imam Marnoto, MH
: Drs.I1.Dulloh, SII, MII
: Yomi Kurniawan, S.Ag, MH

: Drs.A.Agus.Salim

Panitera muda permohonan : H.Moh.Hosen, S.H

Panilera muda gugatan
Panitera muda hukum
Kaur kepegawaian

Kaur Keuangan

Jurusita/jurusita pengganti

: Alief Theria, SH

: Utik Inayatin, S.Ag

: R.Moh.Rofii

: 1. Puspita Nur Astutik, SE
2. Dini Rahmawati, S.Sos

: Arif Ainul Jaqin
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B. Data Penelitian
1. Penetapun Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kuab. Bangkalun
No.91/Pdt.P/2011/PA.BKI.
Isbat Nikah yang diajukan oleh Nawawi bin Denik, nmur 36 tahun,
Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru ML, tempat
kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan
Mustiah binti Mukri, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan
Geger, Kabupaten Bangkalan tertanggal 30 Maret 2011 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register
Nomor : 91/Pdt.P/2011/PA.BKI.
Dalam surat permohonannya, para pemohon mengemukakan
bawha pada tanggal 16 Mei 1995 Pemohon I dengan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut Syari’at Agama Islam di Desa
Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dan pada saat
pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon I yang bernama
Mukri, dengan saksi nikah masing-masing bernama abd. Latif, dan
H.Aminudin, serta Maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh
ribu rupiah) dibayar tunai, yang akad nikahnya dilakukan antara Pemohon
I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada

H. Hasan Basri.
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Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus “jejaka”, usia
20 tahun, anak kandung dari Denik (ayah) dan Misra (ibu), sedang
Pemohon II berstatus “perawan” , usia 14 tahun, anak kandung dari
Mukri (ayah) dan Harimah (ibn).

Dalam sural permohonannya juga dijelaskan bahwa antara
Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan susuan,
serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut
ketentuan Ilukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Setelah menikah para Pemohon rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dengan bertempat tinggal di Desa Lerpak hingga sekarang,
dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Fachrur Rozi,
umur 14 tahun Muhammad Zamzami Mubarok. umur 3 bulan. Dan
Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I, serta selama berumah
tangga tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan
tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam.

Yang menjadi latar belakang pemgajuan permonan itsbat nikah ini
karena para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan
setelah mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak
tercatat pada register Kantor Urusan Agama, oleh karenanya para
Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan
Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum adanya serta
sahnya pernikahan tersebut.'%

'% Berkas penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
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2. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kab. Bangkalan
Tentang Itsbat Nikah No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut

scbagaimana tclah diurai di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa perkara ini dan

selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, atau

memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama Bangkalan kemudian mengumumkannya melalui
radio SB-I'M DBangkalan, dan selama tenggang waktu 14 hari setelah
pengumuman berlangsung tidak ada pihak yang keberatan atas
permohonan para Pemohon tersebut. Dan pada hari persidangan yang telah
ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, lalu
dibacakan permohonan para Pemohon, dan memberikan keterangan yang
pada pokoknya saling membenarkan dan tetap pada permohonannya

scbagaimana terurai di atas.



79

Untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon

mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a.

Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger,
Kabupaten Bangkalan Nomor Kk.13.26.06/ Pw.01/93/2011, tanggal 17
Marel 2011, bermalerai cukup ( P.1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An, Nawawi (Pemohon I) dari Camat
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 Nopember 2000,
sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mustiah (Pemohon II) dari Camat
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 15 Desember 2008,

sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);

. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga, dari Camat Kecamatan Geger,

Kabupaten Bangkalann Nomor: 352606.301109.0015, tanggal 3 Juli

2009, sesuai  dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4).

Selain mengajukan bukti di atas, mereka juga mendatangkan dua

orang saksi yaitu:

1.

a.

Abdul Latif bin Denik, umur 40 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di
Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, memberikan
keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena

bertetangga dan juga bersaudara dengan Pemohon I;
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b. Bahwa saksi hadir dan sebagai saksi pada acara akad nikah Pemohon I
dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 di
Desa Lerpak, Kacamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;

¢. Bahwa yang menikahkan Pemohon T dan Pemohon 1T adalah H. Hasan
Basn sebagai wakil wali nikah ayah Pemohon II yang bernama .Mukri,
saksinya bernama Abd. Latif dan H.aminudin, dengan maskawin berupa
uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;

d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan
Pemohon II perawan;

¢. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon I
tetap rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak
pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. H. Aminudin bin Denik, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
tempat tinggal di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, memberikan
keterangan di persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena
berlelangga,

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah
dan saksi hadir pada acara akad nikah dilangsungkan yaitu pada tanggal
16 Mei 1995 di Desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan,

c. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan

Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah Pemohon II
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bernama Mukri, yang ijabnya diwakilkan kepada H.Hasan Basri, dan
saksi masing-masing bernama: Abd. Latif dan H.Aminudin, dengan
maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai,

d. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon T dengan Pemohon II
telap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang
anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Para Pemohon telah mencukupkan segala keterangannya
berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dan
tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon untuk dapat diisbatkan.

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta vang pada
pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II,

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ] (Nawawi bin Denik)
dengan Pemohon II (Mustiah binti Mukri) yang dilaksanakan pada
tanggal 16 Mei 1995, di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten
Bangkalan,

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,
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4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah);

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bangkalan
dalam Menetapkan Itsbat Nikah terhadap Nikah Sirri di Bawab

Umur No.91/Pdt.P/2011/PA.BKkl.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuddin ,SH.MH.'®
selaku Ketua Majelis dalam perkara ini mengatakan bahwa penyelesaian
itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur pada kasus ini pada
dasarnya sama dengan penyelesaian itsbat nikah pada umumnya, Perkara
dalam kasus ini lelah masuk ke Pengadilan Agama dengan surat
Permohonan tertanggal 30 Maret 2011 yang telah terdafiar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Nomor:
91/Pdt.P/2011/PA.Bkl dengan harapan bahwa permohonannya dapat
dikabulkan.

Setelah perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Bangkalan, Para Pemohon telah mencukupkan segala
keterangannya berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-

saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon

13 Syamsuddin (Hakim PA Bangkalan), Wawancara, Bangakalan, 15 Juli 2011.
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untuk dapat diisbatkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah
terungkap fakia yang pada pokoknya menguatkan dalil para pemohon,
dan menetapkan sebagai berikut. Setelah melalui proses peradilan dan
berdasarkan keterangan dari para pemohon dan keterangan para saksi,
maka Pengadilan Agama Kabupalen Bangkalan meneclapkan
mengabulkan permohonan para pemohon.

Dalam menetapkan kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Bangkalan memandang bahwa itsbat nikah bagi masyarakat
Indonesia yang beragama Islam, merupakan bagian dari bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,
yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula
dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Bangkalan.

Selain itu, berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon
tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang  telah
memberikan kelerangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang
didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi
keterangannya pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi pernikahan
dimana saksi mengetahui adanya akad nikah antara Pemohon I dengan

Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1995, maka kedua saksi serta
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keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan pasal
170, 171, 172 HIR., telah bersesuaian sehingga saling menguatkan.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum,
telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akad
nikahnya dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak,
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan wali ayah kandung
Pemohon II bernama Mukri yang diwakilkan kepada H.Hasan Basri,
disaksikan dua orang saksi, masing-masing Abd. Latif dan I1. Aminudin,
dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu
rupiah), namun pernikahan tersebut tidak terdafiar dalam register Akta
Nikah KUA Kecamatan Geger,

Nikah sirri yang telah dilakukan oleh mempelai, sebenarnya juga
terjadi pada Negara-Negara arab baik pada masa Nabi Muhammad, masa
kekhalifahan, maupun sepeninggal Nabi Muhammad. Dalam kitab al-
muwatta’ halaman 430 disebutkan bahwa istilah nikah sirri berasal dari
ucapan Umar bin Khattab ketika diberi tahu bahwa telah terjadi telah
terjadi perkawinan yang lidak dihadini oleh saksi kecuali scorang lako-
laki dan seorang perempuan, maka ia berkata/: “inilah nikah sirri dan
aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku
rajam”. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, dan jika tetap
terlaksana maka menurut Umar bin Khattab perkawianan semacam ini

adalah nikah sirri. Namun ulama-ulama besar pun seperti Abu Hanifah,
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Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh, namun
apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali untuk
merahasiakan perkawinan mereka, menurut Abu Hanifah, Imam Syafi’i,
dan Ibnu Mundir berpendapat hahwa pernikahan semacam it sah. Dalam
perkara ini, yakni pernikshan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan
Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana
diatur dalam hukum Islam.'®

Perkawinan sirri dilakukan oleh tokoh agama atau di pondok
pesantren yang dipimpin oleh Kyai dengan dihadiri oleh beberapa orang
yang berfungsi sebagai saksi. Biasanya, bagi pasangan yang ingin
mclakukan nikah sirri cukup dating ke tcmpat Kyai yang diinginkan
dengan membawa wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi.
Kemudian Kyai yang telah menikahkan pasangan nikah sirri ini
menyarankan kepada mereka agar segera mendallarkan pernikahan
mereka ke KUA setempat. Dalam permikahan ini yang pertindak sebagai
qadli adalah kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah
calon mempelai wanita.'™

Beberapa fakta nikah sirri dapat ditemukan di wilayah Kabupaten
Bangkalan, antara lain:
a. Nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya

wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan

'% Mokh Akhmad (Hakim PA Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 10 Februari 2012
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pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena tidak bisa
menghadirkan wali dari wanita. Dalam arti lain pernikahan ini belim
memenuhi syarat dan rukun nikah;

b. Pernikahan yang sah secara agama, yakni telah memeniho syarat dan
rukun npikah namun lidak dicalatkan dengan berbagai alasan dan
pertimbangan;

¢. Karena sudah bertunangan, untuk menghindari perselingkuhan dan
perzinan serta menghindari timbulnya fitnah dari masyarakat
setempat;

d. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif
yang dianggap rumit;

e. Karena calon istri telah hamil di luar nikah;

f. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya di belakang hari;

g. Untuk menghindari jejak agar tidak diketahui oleh isteri pertama;

h. Salah seorang dari calon pengantin belum cukup umur untuk
melangsungkan pernikahan. !%

Berkaitan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon I dengan Pemohon II, maka dengan fakta tersebut Majelis
Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Itsbat Nikah tersebut
sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (¢), yakni perkawinan

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

19 Syamsuddin (Hakim PA Bangkalan), Wawancara, Bangakalan, 10 Februari 2012
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menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta
telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam, yakni Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a.
Calon snami: b. Calon isteri; ¢. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e.
Ijab dan kabul, maka permohonan para Pemohon lersebut telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.'”’

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ibarah dalam
Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 294, yang artinya: “Maka jika
telah ada saksi-saksi yang membuktikan atas pengakuan seseorang atau
perempuan sesuai dengan permohonannya, maka telah dapat ditetapkan
adanya pernikahan itu."™

Menurut Majelis Hakim, itsbat nikah pada hakikatnya bertujuan
untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah
pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum
terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu
tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang
anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang
tuanya kelak. Hal ini tidak hanya menjamin keadilan, melainkan juga
menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum
dan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam

kehidupan bersama secara konkret.'® Sesuai dengan epistemologi hukum

1% Mokh Akhmad (Hakim PA Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 15 Juli 2011.
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Islam dengan metode istishlah atau maslahat. Meskipun secara formal
tidak ada kefentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan
(perkawinan), namun karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan
tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia. Dengan
demikian dapal dilegaskan bahwa pencalalan perkawinan merupakan
ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena
memiliki landasan yang kokoh yaitu mashlahat mursalah (suatu metode
berpikir yang dibangun atas dasar kejadian induktif).

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu diperhatikan tentang
Magashidus Syari’ah (tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep
Maqashidus Syari‘ah diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia
tidak lepas dari kemashalahatan (kebaikan) manuisia itu sendiri dan
manusia di sekitarntya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat
menimbulkan kemudharatan dari pernikahan itu harus dihindari
sebagaimana Rasulullah melarang sesuatu yang menimbulkan
kemudharatan (keburukan) bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain.
Pernikahan yang lidak iercalal akan menimbulkan banyak mudharat
(keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang
terkait dengan perkawinan tersebut.'®

Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yuridis formal

seperti kewajiban mencatatkan perkawinan adalah perbuatan yang sesuai

19 rbid.
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dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa
manfaai kepada semua pihak, terutama bagi kedua mempelai dan
keturunannya kelak,!!?

Berdasarkan pertimbangan tersebut dj atas dan dengan
memperhatikan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,
junto pasal 4 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
mengabulkan permohonan para Pemohon, dan berdasarkan pasal 2 ayat
(2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 junto pasal 5 Kompilasi Hukum
Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan

pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

terkait, ''!

"' Mokh Akhmad (Hakim PA Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 15 Juli 2011.
" Ibid.



BAB IV
ANALISIS ITSBAT NIKAH TERHADAP

NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR

A. Analisis Perundang-Undangan Terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/
2011/TA.BEkL
Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan
merupakan suatu cara yang dipilih dan disenangi oleh Allah SWT sebagai
jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam kelestarian hidupnya
setelah masihg-masing pasangan tdal; siap untuk melakukan perannya yang
positif dalam mewujudkan pcri(awinan. Selain untuk melestarikan
keturunan, pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk
keluarga dan mencegah dari perzinahan, agar tercipta ketenangan dan
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan sebagaimana tujuan dari
perkawinan. Akan tetapi perkawinan tidaklah akan mendapatkan
kebahagiaan dan ketenteraman seutuhnya manakala tidak dilandasi dengan
saling memahami, saling mengerti, saling menghormati dan berkomitmen
untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban antara kedua suami isteri tersebut
sebagaimana yang dianjurkan dalam Isiam.
Pada analisis ini, penulis mencoba memulai dari faktor-faktor yang
dijadikan alasan oleh Hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan

Agama Bangkalan di antaranya ada dua fakior, yaitu: kepentingan suami atau
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istri, berupa kepentingan harta bersama, pembagian harta waris, pengasuhan
anak, pensiunan, pengurusan pasport; dan kepentingan anak, berupa akta
kelahiran anak, prosesi pekerjaan anak, perkawinan anak, dan lain-lain.

Dalam perkara Itsbat nikah yang merupakan kompeiensi absolui
peradilan agama, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena di
dalamnya terdapat akibat hukum yang berantai, di antaranya kewarisan, akta
kelahiran, pengakuan nasab dan lain scbagainya. Pasal 7 UU. No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini menganut
prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik
dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami
isteri yang masih di bawah umur.

Dalam perkara ini, kedua belah pihak melangsungkan nikah di
bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan
bahwa pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus
ada dan apabila bal terscbut tidak ada, maka pernikahannya dapat dibatalkan.

Karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam Undang-Undang
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Pernikawinan, apabiia beium terpenubi syarat tenitang batas minimai
melangsungkan pernikahan.

Akibat hukum lain, apabila tetap dilaksanannya pernikahan tanpa
adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yaitu dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX ayat (1) huruf (b) terdapat ketentuan
pidana bagi pegawai pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan
apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang
belum terpenuhi.

Dari sudut pandang Perundang-undangan, Hakim Pengadilan

Agama Bangkalan dalam mcngabulkan itsbat nikah sudah scsuai dengan
pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melaksanakan perkawinan
harus ada: a. Calon suami; b. Calon istcri; ¢. Wali niksh; d. Dua orang saksi
dan; e. [jab dan kabul, dan alasan alasan permohonan itsbat nikah tersebut
sudah scsuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c), yakni pcrkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan. perkawinan

mcnurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/ 2011/PA.BKklL.

Sebagaimana telah dipaparkan beberapa aspek sosiologis yang
melatarbelakangi masyarakat Bangkalan pada umumnya dalam melakukan
praktek nikah sirri dan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan tersebut
di atas, untuk memcnuhi kebutuhan administrasi urusan keluarga scrta demi
mempunyai kekuatan hukum, maka mereka mengajukan itsbat nikah ke

Pengadilan Agama Bangkalan. Olch scbab itu, dalam mcengabulkan
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permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim menggunakan epistemologi hukum
Islam dengan metode jstislah atau mas/ahat berdasarkan konsep magqasidus
syari’ah (tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep maqasidus syari’ah
diharapkan scgala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari
kemashalahatan (kebaikan) manuisia itu sendiri dan manusia di sekitarnya.

Menurut hemat penulis, pertimbangan hakim dalam mengabulkan
itsbat nikah yang belum mendapatkan akte nikah sudah sesuai dengan
maqasidus syari’ak, yakni hifdul al-nasal (menjaga keturunan) yang sangat
penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan
masyarakat. Dasar hukum yang dapat memperkuat pertimbangan Majelis
Hakim, Pertama, berdasarkan giyas dan kedua atas dasar magqasidus syari’ah
(uiility).

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte
perkawinan, dalam hukum Islam, dianalogikan kepada pencatatan dalam
persoalan mudayanah (utang-piutang) yang dalam situasi tertentu
dipcrintahkan untuk moencatatnys, scperti discbutkan dalam firman Allsh

surat al-Baqarah ayat 282:

ST JJ J\um A tig 1yt Sadih g

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakiah kamu
menuliskannva. (QS Al Bagarah:2)

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus

dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih
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utama iagi untuk dicatatkan. AMagasidus syari’ah adaiah kemasiahatan yang
tidak dianjurkan oleh syari’at dan juga tidak dilarang oleh syari’at, semata-
mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat, sebagaimana kaidah figih

menegaskan:' 1

lally o e e e ol U G s

Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan
dan kemaslakatan rakyatmya.

Berdasarkan kemaslahatan, maka mengabulkan itsbat nikah
merupakan kebutuhan yang bersifat dlaruri (mendesak). Dengan tujuan
untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak
yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya
perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak,
kewarisan, dan lain-lain.

Asas maslahat dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan
zaman, agar hukum Islam tctap scjalan dengan magasidus syari’ah
Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan
dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan
kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah

menurut hukum Islam, sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi:
Ol Y iy plY x5 S Y

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.'"?

"2 Jalaluddin As-Syuyuti, Opcit, 201
13 L ajnah Makwanan, Opcit, 31
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Ibnu al-Qayyim menyatakan :

L9V g Lty Wty ASTNEy Ola3Y a5 Cntt LgiDstl g (5 g2l i

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan
zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat. '

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan
ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak
terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan
agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan
antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan
akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang
akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia
mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan
perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan
oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9
Tahun 1975.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau
kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat.
Scbaliknya apabila perkawinan tidak diatur sccara jclas melalui peraturan
perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang
mclakukan perkawinan hanya untuk kepontingan pribadi dan merugikan

pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

114 Ibid.
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Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi setiap warga negara,
khususnya umat Islam, wajib hukumnya melaksanakan perkawinan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat
perkawinan yang dilaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam daftar yang disediakan untuk itu. Namun jika
mengandung maffadat yang lcbih besar, maka harus penccgahannya harus
didahulukan.

Dalam prinsip kaidah Figih dikatakan :

plall e o 2550 1 G (o3

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh
kemaslahatan”,

Al-Ghozali menjelaskan, bahwa secara harfiyah, maslahah adalah
menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, maksudnya mclestarikan
tujuan-tujuan syari’at. Sedangkan tujuan syara’ pada makhluk mencakup lima
hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta kekayaan.
Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip
dasar ini adalah maslahah. Apabila status pernikahan scscorang tidak diakui
secara formal maka akan menimbulkan kerusakan pada nasab, harta dan
kehormatan. Oleh karena itu, penetepan hakim pengadilan tersebut dari sudut
pandang hukum islam sudah sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam

hukum Islam.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atag

beberapa permasalahan yang telah dirumuskan adalah:

1
i,

b

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam jtsbat nikah tersebut
berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penciapan Majclis Hakim dalam itsbat nikah sudah scsuai dengan
perundang-undangan yang berlaku yakni, Pasal 7 Kompilasi hukum Islam
(KHI), yakni iisbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: g
dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya
keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu Syarat pernikahan; 4.
pernikahan tefjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang
pernikah an; e. pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

niempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974.

97
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3. Itsbat nikah yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan
sesuai dengan hukum Islam dan ielah memenuhi Qnsur magasid syar Tyah,

yakni hifdul al-nasal (menjaga keturunan).

B. Saran
a. Perlu adanya penegakkan hukum khususnya pada Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan agar ketentuan tersebut lebih diperhatikan
dengan cara memberikan tugas kepada para penghulu/pemuka agama untuk
menyarankan kepada kedua mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya.
Selain itu kepada hakim agar lebih selektif dalami hal mengabulkan
permohonan itsbat nikah.

b. Melihat akibat nikah sitri terhadap perempuan khususnya anak, maka perlu
adanya penanganan yang bijak dan serius secara kontinu serta tepat sasaran.
Schingga tidak lagi dijumpai problem-problem yang menyangkut status
keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban
dari anak terscbut.

c. Kepada para pihak yang terkait dengan adanya Undang-undang (Pemerintah,
DPR, Praktisi Hukum, Advokat) hendaknya mempunyai pemikiran atau
wacana tentang perubahan terhadap Pasal 7 KHI yang di dalamnya
mengandung kerancuan dan ketidak tepatan atau dalam bahasa hukum dengan

yudisial revew.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, /Imu Usul al-Figh, Cairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah
Sabab ai-Azhar, 1990

Abdul Manaf, Refleksi beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan
Agama( Bandung : CV.Mandar Maju, 2008

Abdul Manan, Rejormasi Hukum Islam di indonesia | Jakarta : PT. Raja Gralindo
Persada, 2006, Cet. I

Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian;, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 1998

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1995

Amir, Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia
Siudi Kritis Perkembangan Iukum Isiam dari Figh, UU No. 1/1974
sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004

A. Rasyid, Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakaria: CV. Rajawali, 1991

Arto, H. A. Mukti, Prakiek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996, cet. I

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum
UUI, 1996, cet ke-8

Departemen Agama Rl, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI,

1999/2000



Departemen Agama Rl, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI,
1995

Djamaan, Nur, Figh Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra, 1993

Darmabrata, Wahyono, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Gitama Jaya, 2003

Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta:
Sinar Grafika, 2003

Ibnu al-Qayyim, /7am Al-Muwaqqi'in, Beirut: Makiabah Syamilah, juz ITI.

Junus, Mahmuda, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi’i, Hanafi,
Maliki dan Hambali. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989).

Muntaha, Pelaisanaan Pasal 2 Ayai (2) UU No. 1 Tahun 1974 Teniang Pencalaian
Nikah, Skripsi pada jurusan AS FS, IAIN Walisongo Semarang.

Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan,
Jakarta: Departemen Agama R.. Badan Litbang Agama dan Diklat
Keagamaan, 2002

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty

PERMENAG RI Nomor 11Tahun 2007 {enlang Pencataian Nikah

Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan, Dan Zakai Menurui Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
1995

Rasjid, Sulaiman, Figih Islam, Jakaria : Aliahiriyah, 1993



Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000,
cet. Ke-4

--------------- , Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000

R. Tjitrosudibio, R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta:

Paramiia

, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IND-HILL, CG,1985

Salim, Nasruddin, ltsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Tinjauan Yuridis,
Filosofis dan Sosiologis), dalam, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum
Isiam, No. 62, Th.XIV, Jakarta: Yayasan Al-Ilikmah, 2003

Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999,
cet.1

Salim, Nasruddin, /sbat Nikah Dalam Kompilasi ITukum Islam (T injauan Yuridis,
Filosofis Dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum
Islam, No. 62 THN. XIV, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA
Isiam, 2004

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Yogyakarta,

Liberty,1986



Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, Jakaria: Kencana, 2006
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

............ , Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, tth,

Tim Redaksi, Insklopedi Hukum Islam,Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974



